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PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN '
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 01/A/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

Mengingat

2.

bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka
Kreditnya dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan jabatan
fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan angka
kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri
Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsiona! Pengembang
Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19929 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);



10.

11.

12.

13.

14.

-2.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 40186), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkalan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007 tentang
Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;




15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOG! PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang
ingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang;

Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian,
perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi
pembelajaran. _
Teknologi pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematik memadukan
komponen sumber daya belajar yang meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan
ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk membelajarkan
peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;

Fungsi pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu paduan antara
riset/teori, desain, produksi, logistik, pemanfataan/diseminasi, dan penilaian sarana
belajar yang memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik untuk
belajar pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

Fungsi pengelolaan teknologi pembelajaran adalah pengelolaan organisasi,
pengelolaan personil, dan pengelolaan kegiatan pengembangan sarana belajar
pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

Organisasi profesi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah ikatan profesi
teknologi pendidikan Indonesia (IPTPI) yaitu organisasi yang kegiatannya
mengkhususkan pada keahlian tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh semua
orang.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai
butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran
dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja
jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Instansi Pembina jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah
Kementerian Pendidikan Nasional.



10.

11.
12.
13.

14,

M

(2)

(3)

(4)

(5)

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan
Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin
oleh pejabat struktural eselon | dan bukan merupakan bagian dari
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan
memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB li
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

Setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib menyiapkan bahan penilaian
angka kredit dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.

Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengembang
Teknologi Pembelajaran kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan
angka kredit.

Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengembang
Teknologi Pembelajaran menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Daftar usul penetapan angka kredit untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I-A sampai
dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini. .

Setiap usul penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran harus

dilampiri dengan:

a. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran || Peraturan Bersama ini.

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran il
Peraturan Bersama ini; .

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran |V Peraturan Bersama ini;

d. Surat pernyataan ‘melakukan kegiatan penunjang tugas Pengembang
Teknologi Pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran V Peraturan Bersama ini.

Surat pernyataan sebagéimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan bukti
fisik. '




(1)

(1

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran
harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai
angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009.

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka
kreditnya.

Pasal 4 |

Penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini.

Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan
tembusannya disampaikan kepada:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Pengembang Teknologi Pembelajaran yang

bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang
bersangkutan;

d. Pejabat pengusul angka kredit; dan

e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengembang
Teknologi Pembelajaran wajib mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang
dilakukan.

Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib
diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengembang Teknologi
Pembelajaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periodé April, angka kredit ditetapkan paling lambat

bulan Januari; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan pafing lambat

bulan Juli.
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Pasal 6

(1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang dalam
menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor ‘Regional Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredi,
spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasa! 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai
batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4), maka angka kredit dapat
ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi pembelajaran setelah
mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IlI
TIM PENILALI

Pasal 8

(1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, adalzh:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat
Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dinilai:
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengembang
Teknologi Pembelajaran; dan
c. dapat aktif metakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1

(satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka Ketua Tim
Penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas,
kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat
mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.




(6) Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis
yang membidangi pengembangan teknologi pembeiajaran, unsur kepegawaian,
dan pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seocrang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

(7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling sedikit 2
(dua) orang dari pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

(8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penildi dapat diangkat dari
pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestas: kerja di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran.

(9) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri
Pendidikan Nasional.

Pasal 9

(1) Tugas Tim Penilai Pusat:

a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dalam
menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,
pangkat Pembina Tingkat |, golongan ruang {V/b sampai dengan pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional dan instansi lain;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasicnal, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja:

a. membantu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional dalam menetapkan angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/fa sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pendidikan, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

{3) Tugas Tim Penilai Instansi:

a. membantu pimpinan unit kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran paling
rendah eselon Il pada instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional,
dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan
Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a;



(4)

)

(6)
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(2)

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan unit kerja
Pengembang Teknologi Pembelajaran paling rendah eselon |l pada instansi
pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional, yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tugas Tim Penilai Provinsi:

a. membantu kepala dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan
pemerintah provinsi dalam menetapkan angka kredit Pengembang Teknologi
Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lli/a sampai
dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina,
golengan ruang IV/a di lingkungan provinsi;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang
membidangi pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:

a. membantu kepala dinas yang membidangt pendidikan di lingkungan
pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit Pengembang
Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lli/a
sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang V/a, di lingkungan kabupaten/ kota:

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas yang membidangi
pendidikan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit
Kerja.

Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. :

Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau
Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 10

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat
Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang kepegawaian. '

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.
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Pasal 11

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis
yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai
Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis
yang diperlukan.

(2) Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim
Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau
kegiatan yang memeriukan keahlian tertentu.

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim
Penilai.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan
sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat
Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat

dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama untuk menjadi
Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda dan Pengembang Teknologi
Pembelajaran Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi
masing-masing.

Pasal 14

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat

dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi; dan :

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.



(2)

(6)

(1)

(2)
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Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pengembang
Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh
Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki Jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang ll/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lil/b
sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina
Tingkat |, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lllfa untuk menjadi Penata Muda Tingkat !, golongan ruang lli/b sampai
dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Tingkat
[, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
teknis Kepala Kantor Regiona!l Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lil/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang ill/b
sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang lll/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, pangkat Penata Tingkat |,
golongan ruang ltl/d untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat
I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara yang bersangkutan.

Pasai 15

Kenaikan pangkat bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya
telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat berikutnya.
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Pasal 16

(1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang mencapai angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa
jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan
paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal
dari kegiatan tugas pokok.

(2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan fuang
IV/a, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan
paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari unsur pengembangan

profesi.

(3) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat wajib
mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas
pokok.

‘ BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi
yang ditentukan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang ll/a; dan;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengembang Teknotogi
Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun
setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsionat
Pengembang Teknologi Pembelajaran.

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran,
diberhentikan dari jabatan Pengembang Teknologi Pembeiajaran.



(2)

Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengembang
Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran Vil Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan
Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomoer PER/2/M.PAN/3/ 2009;

b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran;

¢. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran
paling singkat 2 (dua) tahun;

d. usia paling tinggt 50 (lima puluh) tahun; dan

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan
jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat
yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat
(1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran ditaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran.

(1)

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 20

Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama sampai dengan Pengembang
Teknologi Pembelajaran Muda, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengembang Teknologi
Pembelajaran yang jabatannya lebih rendah dari jabatan'yang setara dengan
pangkat yang dimiliki.




(3)

4)

(6)

(7)

(9)

(10)
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Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran
Madya, pangkat Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan mendapatkan kenaikan
pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran
Madya, pangkat Pembina Tingkat }, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara
dari jabatannya apabifa telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang pernah mendapatkan
kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun
sejak diangkat dalam jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit
paling sedikit 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.

Pembebasan sementara bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului
dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 6
(enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.

Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Selain pembebasan sementara bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

Pengembang Teknologi Pembelajaran juga dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila:

a. dijatuhi  hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat:

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

¢. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat
dan seterusnya; atau

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8)
huruf a tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka
kreditnya.

Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (9) dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.



(3)

(4)

(5)

7
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Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 21

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan
pangkat, diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran
apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena
diberhentikan sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengembang
Teknologi Pembelajaran apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
hukuman percobaan.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena
ditugaskan di luar jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, dapat diangkat
kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila telah
selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran dengan ketentuan usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena cuti
di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula,
dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan sementara karena tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila telah selesai menjalani tugas
belajar.

Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran X| Peraturan Bersama ini.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan
berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang
diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran.




(2}

(1

()

3)
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Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 23

Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari jabatannya, karena:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran X!l Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 telah dan masih

melaksanakan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui penyesuaian/ inpassing dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma 1V atau yang setingkat;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

Jenjang jabatan dan'jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja
dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2009.

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana
dimaksud pada Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/ 2008 dihitung dalam pembulatan ke bawah,
yaitu: : ‘

a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun ,

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu)

tahun;

¢. 2 {dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua)
tahun; ]

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga)
tahun,

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 {empat) tahun.
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(4) Surat keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
Pengembang Teknologi Pembelajaran, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
mengangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X!l Peraturan Bersama ini.

(5) Penyesuaianf/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi
Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memperhitungkan formasi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang tersedia.

Pasal 25

(1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi
Pembelajaran di lingkungan instansi pusat dan daerah dapat ditetapkan mulai
tanggal 1 Nopember 2009 dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal 31
Oktober 2010, dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/
inpassing terhitung mulai tangga! 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal
penetapan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam
jabatan dan angka kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran, terlebih dahulu
ditetapkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan
angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.

(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2011 kenaikan pangkat
Pengembang Teknologi Pembelajaran sudah ditetapkan dengan angka kredit
selain memenuhi syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain
maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat
tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang
diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat
terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai
periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpuikan angka kredit paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.




(1)

(2)
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Pasal 28

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak
dalam melaksanakan pembinaan Pengembang Teknologi Pembelajaran,
Kementerian Pendidikan Nasional selaku Instansi Pembina Jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi
kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Untuk pembinaan karier Pengembang Teknologi Pembelajaran secara

profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Pendidikan Nasional setaku

Instansi Pembina, antara lain melaksanakan:

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran;

b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran;

c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran;

d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran; _

e sosialisasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan
petunjuk pelaksanaannya;

f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis
fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionaliteknis  bagi
Pengembang Teknologi Pembelajaran dan penetapan sertifikasinya;

h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran;

i, fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran;

j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran,
k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik

Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan

| melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-

masing.
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Pasal 30

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal '6 Mei 2010
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LAMPIRAN I-A PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/A\//PB/2010 TANGGAL 6 ME| 2010

NOMOR 12 TAHUN 2010 TANGGAL 6 ME| 2010

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN PERTAMA

Instansii........ ....... Masa penilaian tanggal .............. sl
I KETERANGAN PERORANGAN
1 |[Nama
2 NP
3 |Nomor Seri KARPEG
4 |Tempat dan tanggal fahir
§ [Jenis kelamin
6 |Pendidikan yang telah diperhilungkan angka kreditnya
7 |{Pangkat/golongan ruang/TMT
B [Jabalan
9 [Masa Kerja Golengan Lama
Baru
10 |Unit Kerja
] “UNSUR YANG Di NILAI R
: : : T ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL - TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
| |UNSUR UTAMA
1 |PENDIDIKAN

A |Pendicikan sekolar can mendapal gelarfijazah

1

Doktor (S-3)

2

Pascasarjana (S-2)

3

Sarjana (S-1)/Diploma IV

B. [Pendidikan dan pelalihan fungsional di bidang teknologi pendidikan/
pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan {STTPP) alau sertifikat

1

Lamanya lebih dari 961 jam

Lamanya anfara 641 - 950 jam

Lamanya anlara 481 - 640 jam

Lamanya anlara 181 - 480 jam

z
3
4
5

Lamanya anlara 81 - 180 fam

6

Lamanya antara 30 - 80 jam

C. |Pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan {li

2 [PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A. |Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran

Menganalisis kebutuhan sislem dan model teknologi pembelajaran
berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jalur, jenjang dan
jenis pendidikan

tingkat kesulitan 1

B. |Perancangan sistem/modef leknologi pembelajaran

1

Membuat rancangan sislem/model pembelajaran

- lingkat kesulitan 1




UNSUR YANG DI NILAI

; i

" 'UNSUR, SUB UNSUR, BUTR KEGIATAN

v :

ANGKA ‘KREDIT MENURUT. .

.

2. [Membuat standar layanan pembelajaran

- lingkal kesulitan 1

3, {Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM)

tingkat kesulitan 1

4. {Membuat rancangan pengembangan bahan belajar

tingkat kesulitan 1

. [Produksi media pembelajaran

1. [Menuiis naskah media pembelajaran

Media sederhana

a.
b. |Media audio

. {Media video

c
d. |Media mullimedia

e. | Media multimedia Interaktif/hypermedia

f. |Media bahan belajar mandiri {modut)

2. |[Mengujicoba prototipa media pembelajaran

a. |Media sederhana

b. |[Media audio

¢. |Media video

d. {Media multimedia

e. |Media multimedia Interakfif/hypermedia

{. |Media bahan belajar mandiri (mogul)

3. |Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran:

a, {Media audio

b. |Media video

¢. |Media multlimedia

d. {Media multimedia Interaktif/hypermedia

Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran

- [Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model
pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran

- |tingkal kesulitan 1

. IPENGEMBANGAN PROFESI PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

A

Pembuatan karya tulis iimiah/karya itmiah di bidang pengembangan
teknolegi pembeiajaran

1. [Membuat karya lulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey,

dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:

a. [Dalam benluk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. |Membual karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey,

dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang tidak

a. {Dalam bentuk huku

b. |Dalam majalah ilmizh




ND

2

ah berupa fin]auan alau ulasén iimiah
hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang
dipublikasikan: '

a. |Datam benluk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

3. tMembuat karya tulis/karya iimi

b. |Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIP}

4. |Membuat karya tulisfkarya iimiah berupa tinjauan atau ulasan imiah
hasil gagasan sendiri di bidang feknologi pembelajaran yang tidak
dipublikasikan:

a. |Dalam beniuk buku

b. |Dalam bentuk makalah

B. |Menemukan teknologi lepat guna di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran

- |Menemukan leknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran

C. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran

1. [Menerjemahkan/menyadur buku alau karya iimigh di bidang teknologi
pembelajaran yang dipublikasikan:
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b. |Datam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIP

2. [Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi
pembeizjaran yang tidak dipubitkasikan:
a. |Dalam bentuk buku

a.

b. |Dalam bentuk makalah

D. |Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran

- [Menerjemahkan buku pedoman/pelunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknik
di bidang teknologi pembelajaran

E. [Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran dan pendidikan terbukalfjarak jauh

Kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan
pendidikan terbukaljarak jauh

JUMLAH UNSUR UTAMA

PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNCLOG! PEMBELAJARAN

A

Mengzar/melatin/tutorffasilitator di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran

- [Mengajarimelatih pada pendidikan dan pelatihan

Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

- IMenyusun materi bimbingan Pengembang Teknologi Pembelajaran

Peran serla dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran

1. {Mengikuli seminar/lckakarya internasional/nasional sebagai:

a. |Pemrasaran

Y. |Pembahas/moderator/nara sumber

¢. |Peserta

2. |Mengikuti/berperansera dalam delegasi iimiah sebagai.

a. |Ketua

b. |Anggota




T 7 . ANG MENURUT: -
| INSTANSI PENGUSU U PENILAL |
LAMA |: BARU | JUM MA:| BARU| JUMLAH
' 3| 4 i ' 1 s

' i

_(Kea

nggotaan dalam Ikatan Frofesi Teknologi Pendidikan Indonesia

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :

a. (KeluaMakil ketua

b. | Anggota

E. |Kea

Teknologi Pembelajaran

nggolaan dalam lim penilai angka kredit jabalan fungsional Pengembang

Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang
Teknclogi Pembelajaran

F. |[Mempercleh penghargaanfianda jasa

1,

Tanda jasalpenghargaan dar pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda
jasa tingkat:

a. |Nasionalfinternasional

b. |Propinsi

.. |Kabupaten/Kota

2.

Gelar kehomatan dibidang akademik

G. |Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh jjazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang lugasnya

a |Doktor {8-3)

b. [Pascasarjana (S-2)

¢. |Sarjana (S-1)/ Diploma |V

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG




Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di alas

L2

*}y Coret yang tidak periu




it

LAMPIRAN: PENDUKUNG DUPAK -5}

1. Sural Pernyataan Melakukan Kegialan Pelayanan Pengembangan Teknologt

Pembelzjaran

2. Sural Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3. Sural Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengembang

Teknotogi Pembelajaran

4 dan selerusnya

NIP.

V. | CATATAN PEJABAT:PENGUSUL :
2. e
K S
4, dan selerusnya
(Jabatan) ...........

(nama pejabat pengusul)

NIP.

- |CATATAN ANGGOTA TIM PENILAl - i =47

4, dan selerusnya

{nama penilai 1)

NIP.
{nama penilai 2}
NIP.
VI |CATATAN KETUA TIM PENILAI - -~~~ .* =
1
2.
3.

4.. danseferusnya

- ketua Tim Penilai )

{nama}

NIP.




LAMPIRAN |-B PERATURAN BERSAMA
MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 01Av/PB/2010 TANGGAL 6 MEI 2010
NOMOR 12 TAHUN 2010 TANGGAL 8 MEI 2010

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MUDA

Inslansi:............. ...

Masa penilaian langgal ............s8Md .. ...

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomoer Seri KARPEG

Tempat dan (anggal lahir

Jenis kelamin

Pendidikan yang tefah diperhitungkan angka kreditnya

Pangkat/golongan ruang/TMT

@l a W] N[ -

Jabatan

«©

Masa Kerja Golongan

Lama

Baru

—
[e=]

Unit Kerja

UNSUR YANG Dt NILAI

. _.UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

-2

3

4

5

6

7

8

UNSUR UTAMA

1 |PENDIDIKAN

A [Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah

-

Doktor {S-3)

2

Pascasarjana (S-2)

3

Sarjana {S-1)/Diploma IV

B. |Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang leknologi pendidikan/
pembelajaran serta memperolen Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

1

Lamanya lebih dari 961 jam

Lamanya antara 641 - 60 jam

Lamanya antara 481 - 640 jam

Lamanya antara 181 - 480 jam

2
3
4
5

Lamanya antara 81 - 180 jam

6

Lamanya antara 30 - BO jam

C. |Pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan (i1

2 |PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A. |Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran

1.

Menganalisis kebutuhan sistemn dan model teknologi pembelajaran
berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jalur, jenjang dan
jenis pendidikan

. I(ingkat kesulitan 2

Melakukan studi kelayakan sistem dan model teknologi pembelajaran

- lsebagai anggota tim




NO

NSUR, SUB UNS

=DIT. MENURUT

TIM PENILAI

| JUMLAH

B. [Perancangan sistem/mode| teknologi pernbelajaran

1.

Membual rancangan sistem/model pembelajaran

- tingkat kesulitan 2

. |Membuat standar layanan pembelajaran

- tingkat kesulitan 2

w

Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran

Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM)

tingkat kesulitan 2

Membuat rancangan pengembangan bahan belajar

- tingkat kesulitan 2

C. {Produksi media pembelajaran

1.

Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran

- sebagai anggota tim

Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran:

a. |Media sederhana

b. |Media audio

c. |Media video

d. |[Media multimedia

e. |Media multimedia Interaktif/hypermedia

f. |Media bahan belajar mandiri {modul)

D. |Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran

Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran

Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan
media pembelajaran

- sebagai anggota tim

. [Melaksanakan orientasi perintisan sistem/ model dan pemanfaatan

media pembelajaran

»

Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model
pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran

lingkat kesulitan 2

E. |Evaluasi penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran

1, (Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem/ model pembelajaran

~

Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran

. [Metakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media

pembelajaran

- isebagai anggota tim

PENGEMBANGAN PROFES| PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

A. |Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilrﬁiah di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran ‘

1.

Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey,
dan evaluasi di bidang leknologi pembelajaran yang dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. |Dalam majalah iimiah yang diakui oleh LIPI




S ANGKA KREDIT.M
“INSTANSI PENGUSUL

2, Merﬁbuat karya lulisfkanja iImiah, hasil penelitian, pengkajian, survey,
dan evalvasi di bidang teknologi pembelajaran yang tidak
dipublikasikan:

3. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam majalah ilmiah
3. [Membuat karya tulis/karya limiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang
dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b. |Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI
4. [Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang teknologi pembelajaran yang tidak
dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

b. |{Dalam bentuk makalah
B. [Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran

~ [Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran
C. [Penerjemahantpenyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran

1. |Menerjemahkanimenyadur buku atau karya ilmiah di bidang leknologi
pembelajaran yang dipublikasikan:
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional :
b. |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI
2. |[Menerjemahkanimenyadur buku atau karya iimiah di bidang teknologi
pembelajaran yang lidak dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam bentuk makalah

D. [Pembuatan buku pedeman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran

_ [Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ pelunjuk teknik
di bidang teknologi pembelajaran

E. [Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh

~ |Kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan
pendidikan terbukafjarak javh

JUMLAH UNSUR UTAMA

II [PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A. |Mengajar/melatih/tutor/fasiiitator di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran

- IMengaiarlmelalih pada pendidikan dan pelatihan

B. |Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

- ]Menyusun ma@eri bimbingan Pengembang Teknologi Pembelajaran

C. |Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran

1, [Mengikuti seminar/lokakarya internasionalinasional sebagai:

a. |Pemrasaran

b. (Pembahas/imoderator/nara sumber

¢. |Peserta




NO

. |Mengikutiloerperanserta dalam delegasi imiah sebagai:

2
a. |Ketua
b. {Anggota
D. |Keanggotaan dalam Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia
1. [Munjadi anggota crganisasi profesi sebagai :
a. |Ketua/Wakil ketua
b. | Anggota
E. |Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran
Menjadi anggola tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang
Teknelogi Pembelajaran
F. |[Memperoleh penghargaan/ tanda jasa
1. |Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda
jasa tingkat:
a. |Nasional/internasional
b. |Propinsi
c. [Kabupaten/Kola
2. |Gelar kehormatan dibidang akademik
G. {Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

1.

Memperaleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

a. |Doktor (8-3)

b. {Pascasarjana (5-2)

c. |Sarjana (S-1)/ Diplema IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

an




Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkal di atas

1

2

*) Coret yang tidak perlu

11




LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegialan Pelayanan Pengembangan Teknologi
Pembelajaran
2. Sural Pernyataan Melakukan Kegialan Pengembangan Profesi

3. Sural Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengembang
Teknologi Pembelajaran

4 dan seterusnya

NIP.

CATATAN PEJABAT PENGUSUL | : i’

4. dan selerusnya

(jabatan)

{nama pejabat pengusul)
NIP.

CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

1.
2
KR
4

dan seterusnya

(nama penilai 1)

NIP.

{nama penilai 2)
NIP.

CATATAN KETUA TIM PENILAI

4,. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(nama)

NIP.




LAMPIRAN I-C PERATURAN BERSAMA
MENTER| PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010 TANGGAL 6 MEI 2010

NOMOR 12 TAHUN 2010 TANGGAL 8 ME| 2010

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MADYA

Masa penilaiantanggal ...........s/d. ...

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

Tempat dan tanggal lahir

Jenis kelamin

Pengidikan yang lelah diperhitungkan angka kreditnya

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan

O ||| sl R -

Lama

Masa Kerja Golongan

Baru

—_
o

Unil Kerja

"UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU | JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

2

3

4

5

]

7

8

UNSUR UTAMA

1

PENDIDIKAN

A. {Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah

1 |Doktor (S-3)

2 |Pascasarjana (S-2)

3 |Sarjana (S-1)/Diploma IV

B. {Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi pendidikan/

Lamanya lebih dari 961 jam

Lamanya antara 641 - 960 jam

Lamanya antara 481 - 640 jam

Lamanya antara 181 - 480 jam

i & lro| =

Lamanya antara 81 - 180 jam

6 |Lamanya antara 30 - 80 jam

C. |Pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan Ill

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A. [Aralisis dan pengkajian sistem/mode! teknologi pembelajaran

1. |[Menganalisis kebutuhan sistem dan modet teknologi pembelajaran
berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jalur, jenjang dan
jenis pendidikan -

- [tingkat kesulitan 3

2 [Melakukan sludi kelayakan sistem dan model teknologi pembelajaran

- |sebagai ketua tim




NO

. UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR KEGIAT

- UNSUR; A’N'G'-DI?N‘IULAI‘ SRR

- |[Perancangan sistem/mode! teknologi pembelajaran

1. {Membual rancangan sistem/model pembelajaran

- [tingkat kesulitan 3

2. |Membuat standar layanan pembelajaran

- tingkat kesulitan 3

3, |Membuat pedoman pengelolaan sistem dan model pembelajaran

4, |Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM)

- |tingkat kesulitan 3

5. (Merancang model pemanfaatan media pembeiajaran

. {Produksi media pembelajaran

- |Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembeilajaran
. ]sebagai ketua tim '

. {Penerapan sistem/mode! dan pemanfaatan media pembelajaran

1. |Melaksanakan studi kelayakan penerapan mode! sistem pembelajaran

2, |Melaksanakan perintisan penerapan sislem/mode! dan pemanfaatan
media pembelajaran

- [sebagai ketua tim

3, |Melaksanakan sosialisasi sistem/model dan pemanfaatan media
pembelajaran

4, [Membimbing dan membina lenaga dalam penerapan sistem/model
pembelajaran

pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran

5 {Membimbing dan membina tenaga dalam pemanfaatan media
pembelajaran
6, |Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/mode!

lingkat kesulitan 3

Pengendalian sistem/madel pembelajaran

1

Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis audio

[ %]

* (Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis video

Mengendalikan sistem/model pehnbelajaran berbasis multimedia

Mengendalikan sistem/model pembelajaran ber basis mulltimedia
interaktiffhypermedia

Bl w

[4,]

. [Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis bahan belajar
mandiri {moduf}

Evaluasi penerapan sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran

1, |Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model pembelajaran

berbasis media

2, [Menyusun desain evaluasi pemanfazlan media pembelajaran

pembelajaran

3, [Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media

- |sebagai ketua tim

- [PENGEMBANGAN PROFES| PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

A

Pembuatan karya tufis iimiah/karya ilmiah di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran




NO

" JUMLAH

“IMembual karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, ‘pengkapan, survesi,

dan evaluasi di bidang teknalogi pembelajaran yang dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. [Dalam majalah iimiah yang dizkui cleh LIP}

_[Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey,

dan evaluasi di bidang teknologi pembelajaran yang tidak
dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam majalah ilmiah

. IMembuat karya tulis/karya ilmiah berupa linjauan atau ufasan ilmiah

hasil gagasan sendiri di bidang {eknologi pembelajaran yang
dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. |Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIP|

Membuat karya tulis/karya ilmizh berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang teknclogi pembelajaran yang tidak
dipublikasikan:

a |Dalam bentuk buku

b |Dalam bentuk makalgh

B. [Men

emukan teknalogi lepat guna di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran

Menemukan leknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran

C. |Peneriemahanipenyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran

1.

Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang leknologi
pembelajaran yang dipublikasikan:

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

8. Inasional

b. {Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI

Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi
pembelajaran yang tidak dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam bentuk makalah

D. |Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran

Menerjemahkan buku pedomarn/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknik
di bidang teknologi pembelajaran

E. |Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran dan pendidikan lerbukafjarak jauh

Kegiatan studi banding d: biang teknologi pembelajaran dan

pendidikan terbuka/jarak jauh

JUMLAH UNSUR UTAMA

PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A

Mengajarimelatihftutorffasilitator di bidang pengembangan teknologi
pembetajaran

~Towen

gajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan

~[Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknolagi pembelajaran

- [Men

yusun maleri bimbingan Pengembang Teknologi Pembelajaran
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NO

oy B i

C. |Peran serta dalam seminarflokakarya/ konferensi di bidang pengembangan
leknologi pembelajaran :

1. |Mengikuti seminar/lokzkarya internasicnal/nasional sebagai:

a. |[Pemrasaran

b. [Pembahas/moderator/nara sumber

c. |Peserta

2. iMengikuti/berperanserta dalam delegasi ilmiah sebagai:

a. |Ketua

b. |[Anggota

D. |Keanggotaan dalam Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indanesia

- IMenjadi anggota organisasi profesi sebagai .

a. |Ketua/wWekit ketua

b. | Anggota

E. |Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengembang
Teknclogi Pembelajaran

- |Memadi anggota tim penitai angka kredil jabatan fungsional Pengembang
Teknolcgi Pembelajaran ‘

F. [Memperoieh penghargaan/ tanda jasa

1. |Terca jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kesjanya, tiap tanda
jasa lingkat:

a. |Nasionalinternasional

b. |Prapinsi

c. |Kabupaten/Kota

2. |Gelar kehormatan dibidang zkadernik

G. [Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

a. |Doktor (S-3)

b. |Pascasarjana (8-2)

c. |Sarjana (S-1)/ Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

1A




Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkal di atas

*y Caret yang tidak periu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegialan Pelayanan Pengembangan Teknologi
Pembelajaran

2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

3. Surat Pernyatzan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pengembang
Teknologi Pembelajaran

4 dan seterusnya

NIP.

CATATAN PEJABAT PENGUSUL

4. dan seferusnya

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP.
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1.
2.
I
4. danselerusnya
{nama penilai 1)
NIP.
{nama penilai 2)
NIP.

CATATAN KETUA TIM PENILA! RUE

4., dan seterusnya

Ketua Tim Penitai

{nama)

NIP.

-n




LAMPIRAN Il PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010

NOMOR 12 TAHUN 2010

TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L et et eeeeerraeserieeera e e e a e
NIP e et eareeeierearaeaeeeeeaee ittty
Pangkat/golongan ruang/TMT ettt e sttt eenereeieeae era et T
Jabatan L ettt rvesiestEreerer e tar e raeaerananen e srresran
Unit kerja OO USROS SU U PP

Menyatakan bahwa:

Nama ettt e eaereaeeeee et e e re st e
NIP P
Pangkat/golongan ruang/TMT PP
Jabatan PP P
Unit kerja : ..................................................

Tetah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai berikut :

JUMLAR | JUMLAH
NO | URmANKEGIATAN | TanGGAL | SATUAN i voLume | aweka | KETEVIEAE
KEGIATAN | KREDIT
1
2
3
y;
5
dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,

Nama Jelas
NIP
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LAMPIRAN il PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN NAS!IONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01AV/PB/2010

NOMOR 12 TAHUN 2010

TANGGAL 6 ME! 2010

CONTOH SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PPN
NIP e e
Pangkat/golongan ruang/TMT L T
Jabatan PO
Unit kerja e,

Menyatakan bahwa:

Nama LT
NIP e e et
Pangkat/golongan ruang/TmT e e
Jabatan P e e e
Unit kerja e e

Telah melakukan kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai berikut :

JUMLAH JUMLAH

NO |  URAIAN KEGIATAN TANGGAL Sﬁ;‘;ﬁ” VOLUME | ANGKA K%Liﬁ";’;fs‘?l':’
- KEGIATAN | KREDIT

1

7

3

4

5

dst ]

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,

Nama Jelas
NIP
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LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

CONTOH SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

JUMLAR | JUMLAH
NO | URAIAN KEGIATAN TANGGAL Sﬁ}s’f’ VOLUME | ANGKA "g{ﬁfﬁ':%‘?ﬁ’
KEGIATAN | KREDIT
1
7
3
]
3
dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,

Nama Jelas
NIP

2]




LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

CONTOH SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

......................................................................

......................................................................

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pengembangan Teknologi Pembelajaran sebagai berikut :

JUMLAH | JUMLAR

NO |  URAIAN KEGIATAN TANGGAL Sﬂ\gl”‘LN VOLUME | ANGKA K%LEKRQ";?S‘TQ’
KEGIATAN | KREDIT

1

2

3

|

5

dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,

Nama Jelas
NIP
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LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA
MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01//PB/2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR

INSLANST T eoeeecvmrereerrsemressensnnnone

Masa Penilaian : ............ s/d i,

L

KETERANGAN PERORANGAN

1.

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

Pangkat / Golongan Ruang / TMT

Tempat dan Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi

2
3
4
5.
6
7
8

Jabatan Fungsional / TMT

Lama

Masa Kerja Go
asa Kerja Golongan Baru

10.

Unit Kerja

.

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMA

BARU

JUMLAH

1 | UNSUR UTAMA

Al 1). pendidikan formal

2). pendidikan dan pelatihan fungsional di
bidang pengembagan teknologi
pembelajaran dan memperoleh surat
tanda tamat pendidilkan dan pelatihan
(STTPP) atau sertifikat.

3). Diklat parajabatan

(o]

Kegiatan pengembangan teknologi
pembelajaran

C| Pengembangan profesi

Jumlah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pengembang Teknologi
Pembelajaran

Jumiah Unsur Penunjang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN......ocummmsicsimsirirmnsissenss g

PANGKAT ...ocomienrririessrnnns P 1§ IO —
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ASLI disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara *) di ...cmvcconinnn, .

Ditetapkan di @ e
Pada tanggal : ....ooreeererrceennna,

..........................................................

........................................................

Nama Jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;

1. Pimpinan unit kerja;

3. Sekretaris Tim Penilai;

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah.

") Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010

NOMOR 12 TAHUN 2010

TANGGAL 6 ME| 2010

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

CONTOH KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA")
NOMOR oot .

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

MENTERVPIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA")

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya
dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ................eel dalam
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

...............................................................................................

1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara  NOMOT  .cvovcvenisecneeneennaen. dan - Nomor
............................. tanggal ...............l

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal .....ooviereininininnn. mengangkat Pegawai Negeri Sipit :

Nama

NIP

Pangkat/gol. ruang/TMT
Unit kerja

aoan oo



Keempat . Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : .....ccoevvvnneennn,
pada tanggal :..........cocovinnnis

...........................................

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan; *)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN VIIl PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010

NOMOR 12 TAHUN 2010

TANGGAL 6 MEI 2010

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

KEPUTUSAN ‘
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NMOMOR © ..ot bsassn o0
TENTANG

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM
JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk
mengangkat/mengangkat kembali ) Saudara ....oeceiiiiiiiiiniens dalam jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran........c.....ooooioinnnnr ;

......................................................................................................

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara NOMOM ... ..cccoveeriiiininanaees dan NOMOM woiovviiiiiiineenacinnes tanggal

MEMUTU SKAN

: Terhitung mulai tanggal ... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a Nama

b NIP

¢ Pangkat/gol. ruang/TMT

d Unit kerja :

dalam jabatan ......c.c...ooeen. dengan angka Kredit sebesar ............... (coevereennenies ).

.........................................................................................................

. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.
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Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi @ ......................
pada tanggal : ........o.ooeoinilll

.........................................

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
4

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan; *)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
"} Coret yang tidak perlu.
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LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA

MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V//PB/2010

NOMOR 12 TAHUN 2010

TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH SURAT PERINGATAN

DARI
KEPADA YTH
ALAMAT
TANGGAL

1. Dengan ini memberitahukan dengan harmat, bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. ruang
Jabatan

Unit kerja

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ......... tahun menduduki jabatan
........................................................ tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/2/M.PAN/3/2009 jo Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepeagwaian Negara Nomor .......c.ccooviviiniiiiivnnnnonn, JaN (e Tahun
Creereen , diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3.  Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan

sementara dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

4.  Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Sekretaris Tim Penilai,

Nama Jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1.

2.
3.
4

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; *)
Kepala Bira/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *}

Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;

Pejabat tain yang dipandang perlu.

Coret yang tidak perlu.
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LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/PB/2010

NOMOR 12 TAHUN 2010

TANGGAL 6 MEI 2010

CONTOH KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR & et eearenes .

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DAR| JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DiSIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYA! KEKUATAN
HUKUMAN TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *}

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

a.

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

bahwa Saudara ..................... NIP e pangkat/golongan ruang
RN ,terhitung mulai tanggal.......telah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang  Nomor
............. , tanggal ..................., dinyatakan tidak dapat mengumpulkan
angka kredit dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran *);

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, dipandang
perlu untuk membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan
dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Pératuran Pemerintah Nomor
8 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomaor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ...............ococeevnenneen dan Nomor
.......................... tanggal .............

MEMUTU SKAN

Terhitung mulai tanggal .....ccoevviviiiinninenn. membebaskan sementara Pegawai
Negeri Sipil :

a Nama

b NIP

¢ Pangkat/gol. ruang/TMT

d Unit kerja

dari jabatan .............. dengan angka kredit sebesar ......... ).
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Kedua

Ketiga

Keempat

Ketima

...............................................................................................

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....coovviieiin
pada tanggal : .......ccococininnen

..........................................

Nama Jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1.

2.
3
4

")

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; *)
Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah vyang
bersangkutan; *)

Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/VIPB/2010

NOMOR 12 TAHUN 2010

TANGGAL 6 ME! 2010

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

CONTOH KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ......... Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ........... tentang Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dipandang pertu
untuk  mengangkat kembali Saudara ................... dalam jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Normor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor
PER/Z/M.PAN/3/2009;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan NMasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ... ............ dan Nomor ............o...l. tanggal

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal ........................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a MNama

b NIP

¢ Pangkat/gol. ruang/TMT

d Unit kerja

dalam jabatan .............. dengan angka kredit sebesar ............ T )

.................................................................................................
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Keempat . Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya. :

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : ......................
padatanggal :.....................

..........................................

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)
1. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan; *)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
™) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap pertu.

33



LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA .

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 01/V/IPBI2010
NOMOR 12 TAHUN 2010
TANGGAL 6 MEI 2010

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

CONTOH KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA™)

NOMOR : et

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGEMBANG TEKNOLOG!I PEMBELAJARAN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

a. bahwa Saudara .............. NIP ..., jabatan ...l
pangkat ............... golongan ruang ... ....... ...., terhitung mulai tanggal
............. . telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan
Keputusan pejabat yang berwenang Nomor .................. tanggal
.................. / dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *};

b.  bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomar 30 Tahun 1980Q;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009;

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ................ dan Nomor .......................
tangeal .....................

MEMUTU SKAN

Terhitung mulai tanggal ....................ceeee. memberhentikan dengan hormat

dari jabatan Guru:

a Nama

b NIP

¢ Pangkat/gol. ruang/TMT

d Unit kerja

..........................................................................................




Ketiga © Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi @ ...l
pada tanggal @ ...l

...........................................

Nama jelas
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1.

H Mo

"
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara: *)
Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Birc /Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan; *)

Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Coret yang tidak perlu.
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LAMPIRAN Xiit PERATURAN BERSAMA
MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 01/V/PB/2010

NOMOR 12 TAHUN 2010

TANGGAL 6 ME| 2010

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Peirtama

CONTOH KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

a. bahwa Saudara........ NIP ........ dengan keputusan ......... Nomor.........
tanggal ............. terhitung mulai tanegal ... telah ditugaskan
melakukan kegiatan Pengembang Teknologi Pemebelajaran
Pada........oviiii

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 dipandang perlu menetapkan
Keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengembang
Teknologi Pemebelajaran.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomaor 8 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomgr 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri MNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/3/2009;

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian  Negara  Nomor  .................... dan Nomor
........................ tanggal .............. ..

MEMUTU SKAN

Terhitung mulai tanggal ..o,
Pegawai Negeri Sipil :

a Nama

b NIP

¢ Pangkat/gol. ruang/TMT
d Unit kerja

disesuaikan dalam jabatan ................................... dengan angka kredit
sebesar P U OUOUR ) sesuai
dengan Lampiran ..... ... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009;
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dedua N R O
Ketiga B PSP

Keempat . Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini , akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi = ..ol
pada tanggal : .....................

...........................................

Nama jelas
NIP

“ambusan disampaikan kepada:
Kepata Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; *)

_. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah; *)

" Pejabat vang berwenang menetapkan-angka kredit;
Xepala Kantor Perbendaharaan dan Kas MNegara/Kepala Biro /Bagian Keuangan Daerah yang
sersangkutan; ™)

Pejabat instansi lain yang herkepentingan.

Caret yang tidak perlu.

-y Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap pertu.

RI PENDIDIKAN NASIONAL,
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MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2000
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

‘Menimbang

Mengingat

1.

bahwa dalam rangka pengembangan karier dan
peningkatan profesionallsme PegaWal Negerl Sipll yang
menjalankan tugas pengembangan teknologi pembelajaran,
dipahdang_ perlu menefapkan Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologl PembelajJaran dan Angka
Kreditnya;

bahwa penetapan Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi  Pembelajaran  dan ~ Angka  Kreditnya
sebagaimana dimaksud di atés, ditetapkan dengan
Peraturan Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lemﬁaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Novﬁor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik {ndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1959
(Lembaran‘Negara Republik Indonesia Tahur 1999 Nomor
169, Tambahaanenibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890); '



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan’ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah dua kali diubah; terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2797); '

Peraturan . Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3088),
sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik l'nddnesia Tahun 2009 Nomor 21);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawax Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone5|a Nomor
3547),

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
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Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332); |

9. Peraluran' Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 939 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawal Negeri Si'pil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 )Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pamerintah

Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019); v

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 fentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
"Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Neg-ara. Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
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Memperhatikan

Menetapkan

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Crganisasi, dan Tata
Kerja Kementerian . Negara  Republik  Indonesia
sebagaimana telah tiga kall diubah terakhir dengan
Peraiuran Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

:a. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor

52422/A4.2/KP/2008 tanggal 22 Oktober 2008,

b. Pertimbangan -Kepala Badan Kepegawaian Negara
dengan surat Nomor K 26-30/V 6-1/93 tanggal 19 Januari
2009;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN ANGKA
KREDITNYA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara iﬁi yang dimaksud dengan:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang
.mempimyai ruang 'lingkup tugas, tanggung jawéb dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan
teknologi pembe!_ajarén yang diduduki oleh Pegawai Negeri
Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara
penuh oleh pejabat yang berwenang;

2. Pengembangan teknologi pembefajaran adalah suatu
proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi,
penerapan dan  evaluasi sistem/model teknologi
pembelajaran;

3. Tekhologi Pembelajaran adalah suatu bidang yang secara

sistematik memadukan komponen sumber daya belajar
yang meliputi: orang, isi ajaran, media atau bahan ajar,
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peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk
membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan
jenis pendidikan;

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam
rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

5. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejaba‘t yang berwenang dan bertugas
menilai  prestasi  kerja  Pengembang  Teknologi
Pembelajaran. |

BAB |l
'RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Pasal 2 '
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
berkedudukaﬁ 5ébagai pelaksana teknis fungsional di
bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada
instansi pemerintah. ‘ L

(2) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologl Pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier
yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
Tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah
melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi
pembelajaran, perancahgan sistem/model teknologi
pembelajafan, produksi media pembelajaran, penerapan
sistem/ model dan pemanfaatan media pembelajaran,
pengendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi

penerapan  sistem/model dan pemanfaatan media
pembelajaran.



8AB I

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran adalah Departemen Pendidikan

-Nasional,

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain

meliputi:

Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan
fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
Penyusunan pedoman formasl jabatan fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran;

Sosialisasl jabatan fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran serta petunjuk pelaksanaannya;
Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional/ teknis fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran;

Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan
fungsionalteknis  bagi  Pengembang  Teknologi

- Pembelajaran dan penetapan sertifikasi:

Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran:

Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran;

Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengembang
Teknologi Pembetajaran;

Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan
kode etik Pengembang Teknologi Pembélajaran; dan
Melakukan monitoring dan evaluasi fungsional jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran.
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BAB [V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
" Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1.
2.

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang
pengembangan- teknologi  pembelajaran  serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

Dikiat prajabatan dan memperoleh STTPP atau
sertifikat.

b. Pengembangan teknologi pembelajaran, meliputi:

- 1. Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi
~ pembelajaran;
2. Perancangan sistem/model teknologi pembelajaran;
3. Produksi media pembelajaran;
4. Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media
pembelajaran; .
5. Pengendallaﬁsistemlmodel pembelajaran; dan
6. Evaluasi peherapan sistem/model dan pemanfaatan
media pembelajaran.
c. Pengembangan profesi Pengembang Teknologi
Pembelajaran, meliputi:
1. Pembuatan karya ilmiah tulis/karya ilmiah di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran;
2. Menemukan teknologi tepat guna di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran;
3. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
4, Pembuatan buku pedoman/petunjuk  pelaksanaan/

petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran; dan
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5.

Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan
leknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak
jauh.

d. Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran,

meliputi:

1. Pengajar / pelatih / tutor / fasilitator di bidang
pehgembangan teknologi pembelajaran;

2. Memberikan bimbingan di bidang pengembangan

- teknologi pembelajaran;

3.. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran;

4. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di
bidang pehgembangan teknologi pembelajaran;

5. Keanggotaan dalam lkatan Profesi Teknologi
Pendidikan Indonesia (IPTPI);

6.

Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, '
Perolehan penghargaanftanda jasa; dan
Perolehan getar kesarjanaan lainnya.
BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7

(1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
adalah Jabatan Tingkat Ahli.

(2) Jenjang jabatan Péngembang Teknologi Pembelajaran
paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitli:

a.
b.
G.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;
Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; dan

Pengembéng Teknologi Pembelajaran Madya.

(3) Jenjang pangkat Pengembang Teknalogi Pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan
jenjang jabatannya, yaitu:

a.

Pengembang Teknologi Pembefajaran Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
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2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang Iii/b.
b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda:

1. Penata, golongan ruang lli/c; dan

2. Penata Tingkat [, golongan ruang lli/d.
c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya:

1. Pembina, golongan ruang V/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(4) Jenjang pangkat untuk  masing-masing jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan
jabatan berdasarkan jumiah angka kredit yang dimiliki untuk
masing-masing jenjang jabatan.

(5) Penetapan jenjang jabalan Pengembang Teknologi
Pembelajaran untuk  pengangkatan dalam jabatan
ditetapkan berdasarkan jumiah angka kredit yang dimiliki
setelah ditatapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat
dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BABW
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT
Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran

sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, yaitu:
1. Menganalisis kebutuhan sistem dan  model
teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 1
berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan
jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
2. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran,
- tingkat kesulitan 1; ' '
3. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat
kesulitan 1;
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11
12
13.
14.
15.
_ 16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM), tingkat
kesulitan 1; _

Membuat rancangan pengembangan bahan belajar
tingkat kesulitan 1;

Menulis naskah media pembelajaran sederhana;
Menulis naskah media pembelajaran audio,

Menulis naskah media pembelajaran video;

Menulis naskah media pembelajaran multimedia;
Menulis naskah medla piembela]aran multimed!a
interaktif/ hypermedia;

Menulis naskah media pembelajaran bahan belajar
mandirl (modul); _
Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran
sederhana;

Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran
audio; '

Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran
video;

Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran
multimedia;

Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran
multimedia interaktif/hypermedia;

Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran
bahan belajar mandiri {(modul);

Menulis naskah bahan penyerta media
pembelajaran audio;

Menulis naskah  bahan penyerta media
pembelajaran video;

Menulis  naskah  bahan penyerta media
pembelajaran multimedia;

Menulis - naskah  bahan penyerta  media
pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia; dan
Memberikan pelayanan konsultasi dalam
penerapan sistem/model pengembangan dan
pemanfaatan media pembelajaran tingkat kesulitan
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b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, yaitu:

1.

0.

11.

12.

13.

14,

15.

186.

Menganalisis kebutuhan sistem dan model
teknologi pembelajaran  tingkat kesulitan 2
berdasarkan kurikuium yang berlaku sesuai
dengan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi
pembélajaran, sebagal anggota tim;

Membuat rancangan sistem/mode! pembelajaran,
tingkat kesulitan 2;

Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat
kesulitan 2;

Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran;
Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 2;

Membuat rancangan pengembangan bahan belajar,
tingkat kesulitan 2;

. 'Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah

media pembelajaran, sebagai anggota tim;
Menyutradarailmemimpinfmenyeﬁa produksi media
pembelajaran sederhana;
Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media
pembelajaran audio;
Menyutradafai_lmemimpinlmenyelia produksi media
pembel ajarah video,
Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media
pembelajaran'multimedia;
Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media
pembelajaran multimedia interaktifhypermedia;
Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media
pembelajaran bahan belajar mandiri (modul);
Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media
pembelajaran;

Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model
dan pemanfaat_an .media pembelajaran, sebagai
anggota tim;
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17. Melaksanakan orientasi perintisan sistem/model
dan pemanfaatan media pembelajaran;

18. Memberikan pelayanan  konsultasi  dalam
penerapan sistem/model pengembangan media
dan pemanfaatan medla pembelajaran, tingkat
kesulitan 2; '

19. Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem
dan model pembelajaran;

20. Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media
pembelajaran; dan

21. Melakukan e\}aluasi penerapan sistem/model dan
pemanfaatan media pembelajaran, sebagai
anggota tim.

Pengembang ‘Teknologi Pembelajaran Madya, yaitu:

1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model
teknologi pembelajaran tingkat kesulitan 3
berdasarkan kurikulum vyang berlaku sesuai
dengan, jJalur, jenjang, dan jenis pendidikan,

2. Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi
pembelajaran, sebagai ketua tim;

3. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran,
tingkat kesulitan 3;

4. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat

" kesulitan 3;

5. Membuat pedoman pengelolaan sistem/model
pembelajaran;

Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 3;

7. Merancang model pemanfaatan media
pembelajaran;

8. Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah
media pembelajaran, sebagai ketua tim;

9. Méla'ksa;i—akan studi kelayakan penerapan model
sistem pgmbelajaran;

10. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model
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1.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dan pemanfaatan media pembelajaran, sebagai
katua tim;

Melaksanakan sosialisasi  sistem/model  dan
pemanfaatan media pembelajaran;

Membimbing dan membina tenaga dalam
penerapan sisterﬁlmodel pembelajaran,
Membimbing dan membina tenaga dalam
pemanfaatan media pembelajaran;

Memberikan pelayanan konsultast  dalam
penerapan slistem/model, pengembangan media
dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat
kesulitan 3;

. Mengendalikan sistem/model pembelajaran

berbasis audio;

Mengendalikan sistem/model pembelajaran
berbasis video;

Mengendalikan sistem/model pembelajaran
berbasis multimedia;

Mengendalikan sistem/model pembelajaran
berbasis multimedia interaktiffhypermedia;
Mengendalikan sistem/model pembelajaran
berbasis bahan belajar mandiri (modul);

Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model
pembelajaran berbasis media;

Meny'L‘Js_uHI desain evaluasi pemanfaatan media
pembelajaran; dan

Melakukan evaluast penerapan sistem/model dan
pemanfaatan media pembelajaran, sebagai ketua
tim.

(2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama sampai
dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya yang
mefaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan
penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam
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Lampiran | .Per‘aturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara ini.
_ Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengembang

Teknologi Pembelajaran yang sesuai dengan jenjang

jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengembang Teknologi

Pembelajaran lain yang berada satu tingkat di atas atau satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan

tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan
unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan
tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di
alas jenjang jabatannya, angka kredit yang dipercleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka
kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran | Peraturan  Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini;

b. Pengembang Teknologi Pembelajaran. yang melaksanakan
tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka

kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut

dalam | Lampiran . | Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
Pasal 11

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka
kredit, terdiri atas:

a. Unsur utéma; dan
b. . Unsur penunjang.
(2) Unsur utama, terdiri atas:
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(3)

(4)

(1)

(2)

a. Pendidikan;

b. Pengembangan teknologi pembelajaran; dan

¢. Pengembangan profesi .

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok Pengembang Teknologi

Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

d. |

Rincian kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran

dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran | Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- Pasal 12

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi

oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat

dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengembang

Teknologi Pembelajaran, untuk:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan
pendidikan sekolah Sarjana (S1) / Diploma IV adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ini.

b. Pengembang Teknologi Pembelajaran  dengan
pendidikan sekolah Pascasarjana (S2) adalah
sebagsimana tersebut dalam Lampiran 1l Peraturan
Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara inl.

c. Pengembang Tekhologi Pembelajaran  dengan
pendidikan sekolah Doktor (S3) adaiah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Jumlah &angka kredit kumulatif minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari diklat, pengembangan teknologi
pembelajaran, dan pengembangan profesi; dan
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(@)

(1)

2

b. Paling tinggi 20% {dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13
Pengembahg Teknolo-‘gi Pembelajaran yang memiliki angka
kredit melebihl angka kredit yang ditentukan untuk kenalkan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, keiebihan angka
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat berikutnya, ‘
Pengembang Teknologi Pembelajaran pada tahun pertama
telah méménuhi atau melebihi angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa
pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib
mengumpulkan . paling kurang 20% (dua puluh persen)
angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari kegiatan tugas pokok.
Pasal 14

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya yang akan
naik pangkat menjadi Pembina Tingkat |, golongan ruang
Vb sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/e, walib mengumpulkan paling kurang 12 (dua
belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun
sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan

~paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan

(1

tugas pokok.
Pasal 15

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang secara
bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang
pengembangan teknologi pembelajaran, diberikan angka
kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

_pémbagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh
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persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puiuh
persen) untuk penulis pembantu;

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

¢. Apabila terdid dar 4 (empat) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling banyak 3 (tiga) crang.

BAB Vi
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 16

{1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib
mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang
dilakukan.

(2) Setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran mengusulkan
secara hirarkhl Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
(DUPAK) setiap tahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengembang
Teknologi Pembelajaran dilakukan paling kurang 2 (dua)
kali dalam 1 7(satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum
periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

) Pasal 17

(N Pejabat yang berWenang menetapkan angka kredit, adalah:

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,
pangkat Pembina Tingkat 1, golengan ruang V/b,
sarhpai dengan pangkat Pembina Utama Muds,
golongan ruang IV/c di lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional dan instansi lain;
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b. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional bagi
Pengembang - Teknologi Pembelajaran  Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lli/a sampal
dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang V/a di lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional;

c. Pimpinan Unit Kerja Pengembang Teknologi
Pembelajaran (paling rendah eselon 1) pada instansi
pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional bagi
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lilfa sampai
dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional,

d. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas yang
membidangi Pendidikan Provinsi bagi Pengembang
Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan
F’engemb.ang:rTeknologi Pembelajaran Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;

e. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas yang
membidangi  Pendidikan  Kabupaten/Kota  bagi
Pengembang Teknologi Pembelajaran  Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lil/a sampai
dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Kabupaten/Kota;

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dimakgud pada ayat (1) dibantu oleh: |

a. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran De'partemen Pendidikan Nasional bagi
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
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b. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran Pusat Teknologi Informasi  dan
Komunikasl Pendidikan Departemen Pendidikan
Masional bagi Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Kohunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan
Nasional, yang selanjulnya disebut Tim Penilai Unit
Kerja;

c. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran instansi pusat di luar Departemen
Pendidikan Nasional bagi pimpinan unit kerja instansi
pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional (paling
rendah eselon 1), yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Instansi;

d. Tim Penilal Jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran Provinsi bagi Kepala Dinas Pendidikan
Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Provinsl; dan

e. Tim Penilai Jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 18
(1) Tim Penilai jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran
terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengembangan
teknologi pembelajaran, unsur kepegawaian, dan pejabat
fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Seorang Sekrefaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran.
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(4)

()

(1)

(2)

()

(4)

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, adalah:

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabalan/pangkat Pengembang Teknologi
Pembelajaran yang dinilai,

b. Memillki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud

ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Teknologi

Pembelajaran, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat

dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi

untuk menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

Pasal 19

Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang

ditentukan, penilaian angka kredit Pengembang Teknologi

Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit

Kerja. |

Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang

ditentukan.'behilléian angka kredit Pengembang Teknologi

Pembelajaran 'dapatl dimintakan kepada Tim Penilai

Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

Apabila Tim Pen‘i!ai Kabupateri/Kota belum dapat dibentuk

karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai

yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengembang

Tekndlogi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim

Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai

Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan

oleh:

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
untuk Tim Penilaj Pusat;
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b. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, untuk
Tim Penilal Unit Keria;

c. Pimpinan unit kerja instansi pusat di luar Departemen
Pendidikan Nasional (paling rendah eselon I}, untuk
Tim Penilai instansi;

d. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, untuk Tim
Penilai Provinsi; dan

e. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota,
untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim
Penllai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu
1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim
Penilai Pengganti.

Pasal 21

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit

Pengembang Teknologi Pembelajaran ditetapkan oleh Instansi

Pembina,

Pasal 22

Usul penetapan angka kredit Pengembang Teknolegi

Pembelajaran diajukan oleh:

a. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pimpinan
Unit Kerja (pa‘ling‘rendah eselon 1) instansi pusat di luar
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kepala Dinas
Pendidikan Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional untuk angka kredit
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Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat
Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b sampai dengan
pangkat Pembina Ulama Muda, golongan ruang 1V/c di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan instansi
lain,

Pejabat eselon Il yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kepegawaian pada Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasl Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional
kepada Kepalé Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan Departemen-Pendidikan Nasional untuk angka
kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama,
.pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a sampal dengan
Pengembang Teknologl Pembelajaran Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen
Pendidikan Naslonal;

Pejabat eselon il yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kepegawaian kepada nimpinan unit kerja instansi
pusat di luar Departemen Pendidikan Naslonal (paling
rendah eselon W) untuk angka kredit Pengembang
Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lllfa sampai dengan Pengembang
Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembiﬁa,
golongan ruang IV/a di ﬁngkungan instansi pusat di luar
Deparlemen Pendidikan Nasional;

Pejabat eselon 1l yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Pendidikan
Daerah Provinsi untuk angka kredit Pengembang Teknologi
Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lllfa sampai dengan Pengembang Teknologi
Pembelajaran Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
IV/a di lingkungan Provinsi yang bersangkutan; dan

Pejabat eselon Il yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kepegawai.an kepada Kepala Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengembang
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Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang Ill/a sampai dengan Pengembang
Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat Pembina,
golohgan ruang V/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang
bersangkutan;

. Pasal 23

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat .
Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai - dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit tidak dapat di_ajukan keberatan oleh Pengembang
Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan.

_ _ BAB VIiII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
Pasal 24

PeJabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah pejabat yang

berwenang sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran
harus memenuhi syarat: ,

a. Berijazah paling rendah Sarjana (St1) / Diploma IV
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
W/a; dan |

c. Setliap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam . Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud

23



pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat
harus menglkuti dan lulus diklat fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yang tidak Ilulus diklat fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran, diberhentikan dari
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran. |

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pengangkatan untuk menglsi lowongan formasl
jabatan Pengembahg Teknologi Pembelajaran melalui
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

(5) Kualifikasi pendidikan, kurikulum dikiat fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dltetapkan oleh
Instansi Pembina:

Pasal 26

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan

fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan

sesuai dengan formasi jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan sesuai
dengan formaS| _-jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara setelah -mendapat pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan
Pengembang Teknologi Pembelajaran dilaksanakan sesuai
formasi jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah
mendapat  persetujuan tertulis dari  Menteri vyang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
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(1)

(2)

(3)

negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
Pasal 27
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1), dan Pasal 26,
b. Telah mengikuti dan Iulus diklat fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran;
¢. Menmiliki pengalaman di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun;
d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bemilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir. '
Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan
sesuai dengan jumlah.angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,

(1)

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Pasatl 28
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, pangkat
Penata Muda,'golpngan ruang MW/a sampai dengan
Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat
Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b, dibebaskan
sementara _d_ari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5
(ima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir
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3)

(1)

(2)

(3)

tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tingg.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan

sementara dari jabatan apabila sefiap tahun sejak

menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan
paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan
tugas pokok.

Di samping pembebasan sementara sebagaimana’

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang

Teknologi Pembelajaran * dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila: |

a. Dijatuni hukuman disiplin tingkat sedang atay berat
berupa penurunan pangkat;

b. Diberhentikan semeantara s'ebagal Pegawal Negeri Sipil;
Ditugaskan secara penuh dl luar jabatan Pengembang
Teknologi Pembelajaran;

d. Menjalaﬁi cuti di luar tanggungan negara Kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 29

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah selesai

menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat
kembali dalam jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran,

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah selesai

menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, d, dan e dapat diangkat
kembali dalam jabatan Pengembang Teknalogi

Pembelajaran. '

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)
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huruf b, dapat dlangkat kembali dalam jabatan fungsional
Pengembang Teknologl Pembelajaran apabila berdasarkan
keputusan pengaditan yang telah mempunyal kekuatan
hukumn yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
pidana'percobaan.

(4) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dibebaskan
gementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)
huruf ¢, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional
Pengembang Teknologi Pambelajaran apablla berusla
setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun,

(5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengembang
Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki
dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok

| Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diperoleh
selama pembebasan sementara.
Pasal 30

Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari

jabatannya apabila:

a. Dalam jangka wakiu 1 -(satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan; atau

C. Dijatuhil hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempbnyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman
disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 31

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan

pemberhentian  dari jabatan Pengembang  Teknologi
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Pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, dan

Pasal 30 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

@

(3)

(4)

BAB X
PENYESUAIAN/ANPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT
Pasal 32
Pegawal Negeri Sipil pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini tefah
dan maslh melaksanakan tugas di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan
ketentuan:
a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV atau
yang setingkat;
b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
1l/a; dan
c. Setiép unsur penilaian prestas}i kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penllalan Pelaksanaan
Pekerjaan (DPJ3) pallng kurang bernilal rata-rata -baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam
jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa
penyesualan/inpassing.

Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai

_ Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing - sebagaimana
. dimaksud pada -ayat (1) maka dalam melaksanakan
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penyesuaianfinpassing perlu mempertimbangkan formasi
jabatan. |
BAB X!
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33 .
Ketentuan  pelaksanaai~ -Pefaturan  Menterl  Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh
Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara. _
Pasal 34
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2009
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LAMPIRAN | : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
TANGGAL: 10 MARET 2009

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN DAN ANGKA KREDITNYA

SATUAN SETIAP ANGKA
UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KREDIT PELAKSANA
i 2. 3 3 e PR B [ e e )
Pendidikan 1, Pendidikan sekolah dan a. Doktor (S-3) ljazah 200 Semua Jenjang
mandapat fjazah/gelar
b. Pascasardana (S-2) . {jazah 150 Samua Janjang
c. Sarjana (5-1)/Diploma IV ljazah 100 Semua Jenjang
2. Pendidikan dan pelatihan | 5 amanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 Semua Jenjang
fungsional di bidang
teknologi pendidikan/ b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam Sertifikat 9 Semua Jenjang
pembelajaran serta c. Lamanya antaca 481 s.d 640 jam Sertifikat 6 Semua Jenjang
memparolah Surat Tanda
Tamat Pandidikan dan d. Lamanya antara 181 s.d 480 jam Sertifikat 3 Semua Jenjang
Pelatihan (STTPP) atau : .
sartifikat a. Lamanya antara 81 s.d 180 jam Sertifikat 2 Semua Jenjang
Lamanya antara 30 5.d 80 jam Sedtifikat 1 Semua Jenjang
3, Pandidikan dan pelatihan , .
prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan il Sertifikat 2 .
Pengermbangan 1, Analisis dan pengkajlan a. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi
teknoiogi pembetajaran sistem/modal teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku
pembelajaran sasuat dengan, jalur, janjang dan jenis pandidikan
1) Tingkat Kasulitan 1 Laporan 1,04 Pertama
2) Tingkat Kesulitan 2 Laporan 2,70 Muda
3) Tingkat Kesulitan 3 Lapaoran 5,28 Madya
b. Melakukan studi kelayakan sistam dan model teknologi
pembelajaran
1) Ketua Tim Laporan 4,68 Madya
2) Anggota Tim Laporan 2,45 Muda
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UNSUR

SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN AT i PELAKSANA
] : O I T e T T o e Dok s W 3
2 Perancangan sistem/mode!| 5 Mambuat rancangan sistem/model pambelajaran
teknologl pembelajaran
1} Tinghat Kasulitan 1 Ranc Sistem/Model 2,08 Pertama
2} Tingkat Kesulltan 2 Ranc Sistem/Modsl 3,12 Muda
3) Tingkat Kesulifan 3 Ranc Sistem/Madel 5,48 Madya
b. Membuat standar layanan pembefajaran '
1) Tingkat Kesulitan 1 Nasllf::ait::dar 1,5 Pertama
2) Tingkat Kesulitan 2 “asl'_‘:;aﬁ‘::"a’ 4 Muda
3) Tingkat Kesulitan 3 Nast: ;rail::dai' 6 Madya
G :Jn::;:::jt;:::oman pengelolaan sistem dan model Naskah Pedoman 1.5 Madya
d. Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran Naskah Juklak 1,04 Muda
a. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM)
1} Tingkat Kesulitan 1 Naskah GBIM 0,15 Pertama
2) Tingkat Kesulitan 2 Naskah GBIM 0.40 Muda
3) Tingkat Kesulitan 3 Naskah GBIM 0.75 Madya
f. Membual rancangan pengembangan bahan belajar
1) Tingkat Kesulitan 1 Naskah Rancangan 0,3 Pertama
2) Tingkat Kesulitan 2 Naskah Rancangan 0.8 Muda
g. Merancang madel pemanfaatan media pembelajaran Naskah Rancangan 2,4 iviadya
3 Produksi media a. Menulis naskah media pembelajaran
pembelajaran 1) Madia sederhana Naskah Media 0,15 Pertama
2) Medla audio Naskah Media 0,15 Pertama
3) Madla video Naskah Media 0,30 Pertama
4) Madia multimedia Naskah Media 0,60 Pertama
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NO UNSUR SUB.UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUINSETIAP | Lhemt PELAKSANA
Y R . ks [ B 5% R
5) Medis muitimedia Inieraktif/hypermedia Naskah Media
6) Madia bahan belajar mandiri {modul) Naskah Media
b. Mengkali kelayakan produksi terhadap naskah media
pembalajaran:
1) Ketua Tim Laporan 0,24 Madya
2) Anggota Tim Laporan 0,16 Muda
¢. Menyutradaral/memimpin/menyelia produksi media
pembalalaran:
1) Madia saderhane Surat Keterangan 0,16 Muda
2) Media audlo Surat Keterangan 0,16 Muda
3) Media video Surat Keterangan 0,16 Muda
4) Madia multimedia Surat Katerangan 0,16 Muda
5) Madia multimedia Interaktiffhyparmedia Surat Keterangan 0,16 Muda
6} Media bahan balajar mandiri (modul) Surat Kelerangan 0,16 Muda
d. Menguijicoba prototipa media pembelajaran :
1) Media sederhana Laporan 0,05 Pertama
2) Media audio Laporan 0,05 Pertama
3} Maedla video Laporan 0,05 Pertama
4) Meadla multimedia Laporan 0,05 Pertama
5) Madia multimedia Interaktifhypemmadia Laporan 0,05 Pertama
6) Media bahan belajar mandirl (modul) Laporan 0,05 Pertama
a. Menulis naskah bahan peanyerta media pembelajaran:
1) Madia audlo Na;';an,;:::m 0,05 Pertama
2) Media video Na;";';:::‘" 0.05 Pertama
3) Media mutimadia Na;';’; g?:a“ 0,08 Petama
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UNSUR

SATUAN SETIAP ANGKA
SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KREDIT PELAKSANA
it O R e I, § o g
4) Media muttimedia Interaktithypermedia Na;"a“ Bahan 0.05 Pertama
enyerta
4 Penerapan sistam/model  Malaksanakan studi kelayakan penerapan model )
dan pemanfaatan media sistem pembetajaran Laporan 3 Madya
pembelajaran . Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media
pembelajaran taporan 2,48 Muda
. Maelaksanakan perintisan penerapan sistem/madel dan
pemanfaatan media pembelajaran
1)  Ketuva Tim L.aporan 1,50 Madya
2) Anggota Tim Laporan 1,00 Muda
. Malaksanakan sosialisasi sistem/model dan
pemanfaatan media pembelajaran Laparan 0,43 Madya
. Malaksanakan orentasi parintisan sistem/ model dan
pemanfaatan media pembelajaran Laporan 0.30 Muda
Mambimbing dan membina tenaga dalam penerapan
) slslemlmodngl pembelajaran 9 P Surat Keterangan 0,90 Madya
. Mambimbing da ina t dalam pemanfaatan
media pe':lgmq:r;n:mbma enaga daiam p 2 Surat Keterangan 0,80 Madya
. Memberikan pelayanan konsullasi dalam penerapan
sistem/model pangembangan media dan pemanfaatan
media pambalsjaran
1) Tingkat Kesufitan 1 Laporan 025 Pertama
2} Tingkat Kesulthn 2 Laporan 0.5 Muda
3) Tingkat Kasuflian 3 taporan 0,75 Madya
5 Pengendalian . Mengendalikan sistenvmodel pembelajaran bertasis
slstemllmodel audio Laporan 0,90 Madya
pembelajaran . Mengendallkan sistem/model pembelajaran berbasis
video Laparan 0.90 Madya
. Mengendalikan sistem/model pembalajaran berbasis Madya
multimedia Laparan 0,90
. Mengendalikan sistem/model pembelajaran ber basis
multimedia Interaktiffhypermedia Laporan 0,90

Madya ﬁ- I
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UNSUR

SUB UNSUR

. engendal

BUTIR KEGIATAN

bahan belajar mandiei (modul)

SATUAN SETIAP
HASIL

Laperan

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA

6 Evaluasi penerapan.

sistem/ modal dan
pemanfaatan media
pembelajaran

Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model
pembelajaran berbasis madia

Desain

Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media
pembelajaran

Desain

0,75

Madya

Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem/ model
pembelajaran

instrumen

1.00

Muda

Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media
pembelajaran

instrumen

1,00

Muda

Melakukan avaluasi penerapan sisteam/model dan
pemanfastan media pembelajaran

1) Sabagai Kstua Tim

Laporan

0,75

Madya

2) Sebagal Anggola Tim

Laporan

' 0.5

Muda

Pangembangan profasi
Pengembang Teknolog!
Pembelajaran

1 Pembuatan karya tulis

ilmiah/karya ilmiah di
bidang pengembangan
teknologi pembelajaran

.Membuat karya tuliskarya ilmiah, hasil penelitian,

Pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang teknologi
pembelajaran yang dipublikasikan;
1) Dalam bentuk buku yang ditarbitkan dan diedarkan
secara naslonal

Tiap Buku

12,50

Semua Jenjang

2) Dalam majalah iimiah yang diakui oleh Lembaga
limu Pengetahuan Indonesia

Tiap Naskah

12,50

Semua jenjang

Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian,
pengkajian, survey, dan evaluasi dl bidang teknologi
pembelajaran yang tidak dipublikasikan:

1) Dalam bentuk buku

Tiap Buku

8,00

Semua Jenjang

2) Dalam majalah itmiah

Tiap Naskah

4,00

Semua Janjang

Membual karya tulis’karya imiah berupa tinjauan atau
ulasan itmiah hasll gagasan sendirl di bidang teknologi
pembefajaran yang dipublikasikan:

7
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SATUAN SETIAP ANGKA
SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN, HASIL . KREDIT PELAKSANA
5 e S TR - 1 e D e
1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan \ .
secara nasional . Tiap Buku 7.00 Semua Jenjang
2) Dalim bentuk makatah yang diakui oleh LIP1 Tiap Buku 3,50 Semua Jenfang
d. Membuat karya tulis/karya limiah berupa tinjauan atau
ulasan limiah hasil gagasan sendird di bidang teknologl
pembelajaran yang tidak dipubiikasikan:
1} Datam bentuk buku Tiap Buku 2,50 Semua Jenjang
2} Dalam bentuk makalah Tiap Naskah 2,50 Semua Jenjang
Menemukan teknolagi Manemukan teknologl tapat guna di bidang pengembangan 6.5 Semia Jenjang
tepat guna dl bidang teknalogi pambalajaran
pengembangan teknologi
pembelajaran
Panarjemahan/penyaduran|a. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya iimiah dj
buku dan bahan lainnya di bidang teknologl pambelajaran yang dipublikasikan:
bidang pengembangan
teknologi pembelajaran -1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan| .
secara nasional Buku 7,00 Semua Jenjang
2) Dalam bentuk malalah ilmiah yang diakui LIPI Naskah 3,50 * Semua Jenjang
b. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya iimiah di
bidang teknologi pembelajaran yang tidak
dipublikasikan:
1) Dalam bantuk buku Buku 3.00 Semua Jenjang
2) Dalam beniuk makalah Naskah 1,50 Semua Jenjang
Pembuatan buku
pedoman/ petunjuk
pelaksanaan/petunjuk Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk  pelaksanaan/ .
teknis di bidang petunjuk teknik di bidang teknologl pembelajaran Tiap Buku 2,00 Semua Jenjang
pengembangan teknolagl
pembelajaran
Pelaksanaan studi banding | Kegiatan siudl banding di bidang teknotogi pembelajaran dan Laporan 0,20 Semua Jenjang

di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran
dan pendidikan
tarbukafjarak jauh

pendidikan terbuka/farak jauh
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banunjéng t‘uga:q
tangembang Teknologi
Pembelajaran

1 Mengajar/melatih/tutor/
fasilitator di bidang

pengembangan teknolagi
pembelajaran

PELAKSANA

I AT

Mengajar/mefatih pada pendidikan dan pefatihan

Semua Jenjang

Tanda Jasa

Memberikan bimbingan di [Menyusun materi bimbingan Pengembang Teknolagi Makalah 0,33 Semua Jenjang

bidang pengembangan Pambelajaran ‘

teknologi pembelajaran

Peran serta dalam a. Mengikuti seminar/lokakarya intemasionalnasional

seminarflokakarya/ sebagai: )

konferensi di bidang . 1} Pemrasaran Laporan 3.00 Semua Jenjang

pengembangan teknologi

pembelajaran 2} Pembahas/moderator/nara sumber Laporan 2,00 Samua Janjang
3) Peserta Laparan 1,00 Semua Jenjang

b. Mengikutilberperanserta dalam delegasi ilmiah sebagai:

1) Ketua ' Delegasi 1,50 Semua Jenjang
2) Anggota Delegasi 1,50 Semua Jenjang

Keanggotaan dalam Ikatan [pmenjadi anggota organisasi profesi sebagai :

Profesi Teknologi .

Pendidikan Indonesia a Ketua/wakil ketua Tahun 1 Semua jenjang

b Anggota Tahun 0.75 Semua jenjang

Keanggotaan dalam tim  |Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional DUPAK 0,04 Semua jenjang

penilai angka kradit Pengembang Teknologi Pembelajaran

jabatan fungsional

Pangembang Teknologi

. Pembelajaran

Mempercleh penghargaan/| a. Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi

tanda jasa kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:
1) Nasional/internasional Tanda Jasa 3,00 Semua Jenjang
2) Propinsi Tanda Jasa 2,50 Semua Jenjang
3) Kabupaten/Kota 2,00 Samua Jenfang .?-
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b. Gelar kehormatan di bidang akademik Gelar 3,00 Semua Jenjang
7 Mempesroleh gelar Memperolah ljazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang
kesarjanaan lainnya tugasnya
a. Doktor (S-3) liazah 15,00 Semua Jenjang
b. Pascasarjana (S-2) ljazah 10,00 Semua Jenjang
¢. Sarana {S-1)/ Diploma IV liazah 5,00 Semua Jenjang
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LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! NEGARA

) JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMEBELAJARAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

'PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
TANGGAL: 10 MARET 2009

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
N PROSENTAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMEBELAJARAN
o UNSUR ROSENTASE PERTAMA MUDA MADYA
lli/a 117} litle Hird IV/a \/).] Vric
1 JUNSUR UTAMA
A Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 10Q 100
2. Diklat
B8 Pengembangan teknologi pembelajaran < 80% ) 40 80 120 240 80 480
C Pengembangan profesl
2 {UNSUR PENUNJANG
Pentnjang tugas Pengembang Teknologi > 20% . 10 20 80 50 90 120
Pembejaran - :
JUMLAH 100 150 200 300 400 55Q 700
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LAMPIRAN il

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S52)

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO. UNSUR PROSENTASE PENGEMBANG TEXNOLOGI PEMBELAJARAN
PERTAMA MUDA MADYA
Hilb /e il/d W/a IVib Vie
1 [UNSUR UTAMA '
A Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 150 130 150 150 130 150
2, Diklat
B Pengembangan teknologi pembelajaran < 80% . 40 120 200 320 440
C Pengembangan profesi
2 |UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Pengembang Teknologi
Pembelajaran 2 20% 10 30 50 80 110
JUMLAH 150 200 300 400 550 700
-‘Em NE(,‘4
Rl NEGARA
+ Y. APARATUR NEGARA,
3 £
k: ]
7 —
'9?@% Q@?} IQ EFFENDI
& »
U AN APRNY &
G, ?N'OO“
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LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

_ JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENGEMBANG TEKNOLOG! PEMBELAJARAN
UNSUR PROSENTASE UDA - NMADYA
liig 1 V/a IVib iVig
UNSUR UTAMA
A Pendidikan
1. Pendidikan sakolah 200 200 200 200 200
2. Diklat
B Pengembangan tekpologu pembeiajaran < B0% _ . 80 180 280 400
C Pengembangan profesi
UNSUR PENUNJANG _
Penunjang tugas Pengembang Teknologi
Pembelajaran 220% . 20 40 70 100
JUMLAH - 200 300 400 S50 700
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LAMPIRAN V

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIANANPASSING
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA -
NOMOR: PER/2/M.PAN/3/2009
TANGGAL: 10 MARET 2009

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
NO. GOLONGAN STTB/ IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT, KURANG 1 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 4 TAHUN/
1 TAHUN
1 2 E 4 B I T ey T i o
1 liva SARJANA (S1) 100 112 124
2 o SARJANA (S1) 150 162 174
‘ PASCA SARJANA (S2) 150 163 177
SARJANA (S1) 200 225 250
3. it PASCA SARJANA {S2) 200 226 252
DOKTOR (53) 200 - 227 254
SARJANA (S1) 300 325 350
4 lid PASCA SARJANA (S2) 300 326 352
DOKTOR (S3) 300 327 354
SARJANA (S1) 400 437 474
5 \/a PASCA SARJANA (S2) 400 438 477
DOKTOR (53) 400 440 480
SARJANA (S1) 550 587 624
6 ) PASCA SARJANA (S2) 550 588 . 626
DOKTQR (S3) 550 5088 §30
7 Vi SARJANA (S[‘))c-)g‘gg’zssa‘?m"*”“ (52). 700 700 700 700 700
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